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MOTTO 

“ Dalam setiap kesulitan pasti akan engkau temukan satu kesempatan yang 

tersembunyi dibaliknya.” (Albert Einstein)  
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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  

PENCURIAN MESIN BOAT  

(STUDI PUTUSAN NOMOR 189/PID.B/2021/PN.MTR) 

 

 

OLEH : 

BAIQ MILENIA PUJA THASYA 

618110022 

 

Hj. Rodliyah 

Fahrurrozi 

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan 

hukum. Tindak pidana yang terjadi adalah pencurian mesin boat yang dimana 

merupakan barang yang bernilai ekonomis dan mudah dijual. Hal ini sehingga 

mengakibatkan maraknya pencurian mesin boat di daerah wisata Gili Trawangan. 

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku 

pencurian yang terjadi di Gili Trawangan dan untuk mengetahui pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin boat di 

Gili Trawangan dalam putusan hakim nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr. Jenis 

penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen 

atau bahan pustaka, dan analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian mesin 

boat berdasarkan putusan nomor 189/PID.B/2021/PN.Mtr , telah sesuai dengan 

delik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah 

mencocoki rumusan delik dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dengan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengamanatkan 

diselesaikan dengan proses mediasi penal atau dapat diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan akan tetapi hakim berpendapat lain dalam putusannya yang 

menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dapat 

dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 

189/PID.B/2021/PN.Mtr Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam 

menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 189/PID.B/2021/PN.Mtr, telah 

mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:  pembuktian berdasarkan 

alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang 

meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, 

dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.. 

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Mesin Boat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang di segala bidang dengan 

tujuan utama menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat mengakui bangsa dan 

berupaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini 

dapat dicapai dengan bagaimana setiap masyarakat berperilaku sesuai dengan 

kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari 

perilaku yang mengikuti norma-norma yang dipraktikkan dalam masyarakat. 

Namun akhir-akhir ini, akibat kejadian Covid-19, banyak orang yang di PHK 

dan kehilangan pekerjaan, serta masyarakat Indonesia mengalami krisis 

ekonomi. Hal ini terlihat dari  meningkatnya kasus kriminal dan meningkatnya 

angka pengangguran.1 

Meningkatnya pengangguran berdampak signifikan terhadap tingkat 

bantuan sosial. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah 

cenderung mementingkan norma dan aturan hukum yang berlaku. Mengingat 

kondisi yang memenuhi kebutuhan tersebut, kita cenderung menggunakan 

beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa cara  yang 

digunakan  melanggar dan tidak melanggar norma.  

 
1 

http://dígílíb.unhas.ac.íd/uploaded_fíles/temporary/DígítalCollectíon/NmYxMmM

2YjEzZ DRíN2ZíMmÍzYzhjMjM2Y2EyNTRkMjY3ZWU1NWZlMa==.pdf díakses 

pada Senín 19 Oktober 2021 Pukul 20.00 Wíta 
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 Bentuk kejahatan yang umum dalam masyarakat adalah pencurian. 

Melihat kondisi masyarakat saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas 

dengan mencuri. Menurut media massa dan elektronik, maraknya berbagai jenis 

kejahatan pencurian dilatarbelakangi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. 

Pencurian adalah kejahatan  terhadap harta benda dan merupakan yang 

paling umum di  masyarakat. Kejahatan ini merupakan  kejahatan yang dapat 

mengganggu stabilitas dan keamanan baik  harta benda orang maupun 

nyawanya. Oleh karena itu,  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

secara tegas melarang kejahatan-kejahatan tersebut dan menekankan ancaman 

hukuman yang rinci dan berat bagi pelanggarnya. Hal ini terlihat dari bentuk 

hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan. Hukuman bagi pencurian 

menurut KUHP Indonesia diatur dalam  Bab XXII KUHP Volume 2 (KUHP) 

tentang Tindak Pidana Barang, Pasal 362 sampai dengan  367 KUHP. Pasal 362 

KUHP menegaskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.2  

Pasal 362 KUHP merupakan  bentuk pokok dari kata-kata pencurian, 

dan lebih jelasnya pasal ini tersusun atas unsur-unsur yang meliputi unsur 

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah tindakan mengambil, yaitu 

benda itu adalah “sesuatu benda”, dan unsur yang berhubungan dengan keadaan 

 
2 R. Soesílo, Pokok-pokok Hukum Pídana, Peraturan Umum dan Delík-delík 

Khusus, Políteía, Bogor, 1998, hal. 120 
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atau benda yang menyertainya, yaitu benda itu sebagian atau seluruhnya 

“dimiliki oleh orang lain”. , unsur subjektif memiliki unsur perbuatan 

“kepemilikan” dan “ilegal”, dan perbuatan atau kasus tersebut dapat 

digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Bentuk-bentuk ancaman pidana 

yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan 

pidana sekunder. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana 

penjara, denda dan pidana penjara, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak 

tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.3 

Baru-baru ini, terjadi  tindak pidana pencurian mesin perahu di Gili 

Trawangan, salah satu pulau di Lombok. Gili Trawangan  adalah yang terbesar 

dari tiga pulau lainnya di  ujung  Lombok. Dua di antaranya adalah Gili Air dan 

Gili Meno. Gili Trawangan merupakan tujuan wisata utama di Lombok Utara 

bahkan  NTB. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung 

ke Gili Trawangan. Akses wisata ke Gili Trawangan ini ada tiga pelabuhan yang 

melayani penyeberangan yaitu pelabuhan bangsal, teluk nare dan teluk kodek. 

Pusat transportasi adalah perahu atau kapal. Banyak orang di Teluk Kodec 

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pariwisata. Dengan kata 

lain, itu adalah fasilitas akomodasi untuk pengiriman laut ke Gili Trawangan. 

Perahu adalah alat transportasi yang ia anggap penting dan berharga, dan bagian 

terpenting dari perahu adalah mesinnya.  

Dengan perkembangan industri pariwisata selama pandemi, keadaan 

menjadi lebih tenang dan lebih tenang, terutama di area Telkukodeck, yang 

 
3 Níníek Suparní, Eksístensí Pídana Denda dalam Sístem Pídana dan 

Pemídanaan, Cet.2, Sínar Grafíka, Jakarta, 2007, hal. 22 
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mengarah ke masalah sosial, pencurian. Pencurian yang terjadi di Codec Bay 

karena kurangnya wisatawan masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian mesin perahu yang 

mudah dijual, produk yang bernilai komersial. Hal ini menyebabkan maraknya 

pencurian mesin perahu di destinasi wisata Gili Trawangan. Penyidikan ini 

dilakukan atas dasar tindak pidana pencurian berat yang terjadi di NTB, 

khususnya KLU, dan menunjukkan adanya hubungan yang disengaja antara 

ketentuan hukum yang berlaku dengan peristiwa atau fakta yang terjadi di 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik melakukan 

penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian 

Mesin Boat (Studi Putusan Nomor 189/PID.B/2021/PN.MTR). 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaim iana penierapan saniksi pidiana terhiadap pe ilaku penicurian miesin bioat 

berdiasarkan p iutusan nomior 18i9/PIiD.B/2i021/iPN.Mtr ? 

2. Bagaim iana pertimibangan miajelis haikim daliam menijatuhkan saniksi pidaina 

terhaidap peilaku penicurian meisin bioat dailam putuisan no imor 

18i9/PiID.B/20i21/PiN.Mtr ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untiuk mengietahui pener iapan sainksi terihadap pel iaku peincurian y iang 

terjiadi idi Giili Traiwangan. 
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b. Untiuk mengietahui pertiimbangan ha ikim daliam menijatuhkan sianksi 

pidiana terh iadap peilaku penicurian meisin boiat idi Gilii Triawangan dailam 

putiusan hiakim noimor 1i89/P iID.B/2i021/PiN.Mitr. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis  

Hal ini merupakan salah satu sarana  untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di  Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemikiran dalam  ilmu pengetahuan pada umumnya, 

khususnya dalam perkembangan hukum. 

b. Manfaat secara praktis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. Investigasi 

ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan 

pengetahuan tambahan bagi mereka yang terlibat dalam  masalah yang 

sedang diteliti.  

c. Manfaat secara akademis 

Program Studi  Hukum  Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram, untuk memenuhi persyaratan memperoleh 

gelar sarjana (S1). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana (strafbaar feit) 

Stafbaar feit awalnya diterjemahkan dari bahasa Belanda ke  bahasa 

Indonesia dan memiliki banyak arti seperti kegiatan kriminal, kejahatan, 

kegiatan kriminal, kasus kriminal, kegiatan kriminal dan sebagainya. Kata 

strafbaar feit terdiri dari tiga frasa: straf. Ia diartikan sebagai pidana dan 

hukum, baar diartikan sebagai kata, dan  feit diartikan sebagai suatu 

perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.4 

Adapun menurut para ahli: 

a. Menurut Pompe membedakan pengertiannya secara teori dan hukum 

positif. 

1) “strafbaarfeit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai  

pelanggaran norma (runtuhnya aturan hukum) yang dilakukan oleh 

pelaku secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal ini, sanksi harus 

dijatuhkan kepada pelakunya untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban. Dan untuk menjamin kepentingan umum.5 

 
4 adamí Chazawí, Pengantar Hukum Pídana Bagían 1, Grafíndo, Jakarta, 

2002, hal. 69 
5 P.a.F. Lamíntang, Dasar-Dasar Hukum Pídana Índonesía, PT.Cítra adítya 

Baktí, Bandung, 1997, hal. 182 
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2) Strafbaar feit “Menurut hukum positif sebenarnya perbuatan itu 

berbeda dengan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat 

disahkan menurut rumusan hukum.6  

b. Menurut Van Hamel, orang yang melanggar hukum dapat dihukum. Itu 

dihukum dan pantas untuk dilakukan salah.7 

1) Menurut Simon, kelezatan adalah, dalam arti pidana, tindakan 

sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum oleh orang yang 

bertanggung jawab di bawah  

2) Hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.  

3) Eksekusi oleh orang yang bersalah  

c. Penggunaan istilah ini oleh Moeljono dihukum. John Cars dan Utrecht 

menganggap rumus Simon sebagai rumus yang lengkap, antara lain:8 

1) Dihukum oleh hukum  

2) Itu melawan hukum  

3) Orang bisa melihat  

d. Roeslan Saleh mengomentari pengertian tindak pidana, yaitu  perbuatan 

yang dinyatakan dilarang menurut aturan hukum pidana.9 

Rumusan para ahli hukum  merumuskan  secara komprehensif 

straafbaar feit, di satu sisi perbuatan dan akibat, dan di sisi lain tanpa 

 
6 P.A.F. Lamíntang, Dasar-Dasar Hukum Pídana Índonesía, PT.Cítra adítya 

Baktí, Bandung, 1997, hal. 183 
7 Mahrus alí, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pídana, Sínar Grafíka, Jakarta, hal 

99.  
8 andí Hamzah, Op.Cít, hal.97 
9 Íbíd., hal, 98. 
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memisahkan tanggung jawab. Pengacara lain membedakan perilaku dan 

konsekuensinya di satu sisi dan tanggung jawab di sisi lain  sebagai 

kecenderungan dualistik. Padahal, di Inggris, ada perbedaan antara 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tindak pidana (criminal act) 

dan pertanggungjawaban (intensional).10 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Beberapa rumusan Strafbaar menunjukkan bahwa adanya kegiatan 

illegal merupakan faktor yang sangat penting  dalam upaya mengungkapkan 

adanya kegiatan kriminal.  

 Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang termuat dalam norma 

tindak pidana  pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua jenis. 

Unsur subyektif adalah hal-hal yang bersifat khusus atau berkaitan 

dengan pidana dan meliputi segala sesuatu yang terkandung  dalam pikiran 

pelaku tindak pidana. Unsur subjektif dari kejahatan adalah:11 

a. Disengaja atau tidak disengaja  

b.  Maksud atau pemberi jaminan suatu percobaan atau pugging dalam 

pengertian Pasal 53 Ayat 1 KUHP.  

c. Berbagai jenis maksud atau oogbrand, seperti yang termasuk dalam 

kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan. 

 
10 andí Hamzah, Op.Cít., hal 97 
11 P.a.F. Lamíntang, Dasar-Dasar Hukum Pídana Índonesía, PT.Cítra adítya 

Baktí, Bandung, 1997, hal. . 193 
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d. Voorbedachte raad yang telah direncanakan atau telah dipertimbangkan 

sebelumnya, sebagaimana termasuk dalam tuduhan pembunuhan 

berdasarkan Pasal 340  

e. Perasaan takut atau cemas yang terkandung dalam susunan kata tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP.12 

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi, yaitu 

situasi di  mana perbuatan pidana harus dilakukan.  

 Unsur-unsur obyektif dari  tindak pidana adalah:  

a.  Sifat pelanggaran hukum atau keduanya  

b. Kemampuan pelaku, seperti kemampuan sebagai petugas tindak pidana 

berdasarkan Pasal 415 KUHP, atau kemampuan seseorang sebagai 

direktur atau pejabat, dibatasi dalam tindak pidana menurut Pasal 398 

KUHP.  

c. Kausalitas, yaitu hubungan antara perilaku sebagai sebab dan 

kenyataan.13 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum 

Pidana bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti hukum pidana Belanda 

bila menggunakan istilah strafbar takdir yang merupakan hukum pidana. 

Namun, menurut A.Z Abidin konsep kejahatan adalah kejahatan, dan 

kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dihadapkan 

 
12 Íbíd hal 94 
13 Íbíd hal 94 
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pada ancaman kejahatan, melanggar hukum yang terkait dengan 

kesalahannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 

Pelanggaran dapat dibagi menjadi bagian tertentu, seperti:14 

a. Delik kejahatan dan Delik pelanggaran (misdrijven en oventrredingen) 

Kejahatan adalah kejahatan yang melanggar kepentingan hukum 

dan sangat merugikan. Cedera hanya berbahaya secara abstrak. 

Mengetahui apa itu  kejahatan dan apa kejahatan pada kuhp muda, karena 

jelas bahwa kejahatan ada di Volume 2 dan  pelanggaran di Volume 3. 

b. Delik Materiel dan Formel (materiele and formele delicten) 

Delik material mengacu pada kehadiran Akinato tertentu, dengan 

atau tanpa menyebutkan tindakan tertentu. Dalam kasus kejahatan formal 

disebutkan bahwa hanya perbuatan tertentu yang akan dihukum. 

Misalnya, hukum pidana pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. 

c. Delik Komisi dan Delik Omisi (commissiedelicten and omissiwdelicten) 

Pelanggaran adalah perbuatan, dan pelanggaran dilakukan 

dengan membiarkan atau mengabaikan (Nalatin). 

d. Delik selesai dan Delik berlanjut (af lopende en voorderende delicten) 

Makanan lezat yang sudah jadi adalah makanan lezat yang dibuat 

oleh satu atau lebih tindakan tertentu. Makanan lezat yang bertahan lama 

adalah makanan lezat yang muncul karena bertahannya situasi terlarang. 

 

 
14 andí Hamzah, asas-asas Hukum Pídana, PT Ríneka Cípta, Jakarta, 2004, 

hal. . 33 
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e. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvouding en samengesteede 

delicten) 

Delik terkait adalah kelezatan yang melibatkan banyak tindakan 

karena terjadinya kelezatan. Van Hamel menyebutnya sebagai Delik 

kolektif. 

f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde 

delicten) 

Kejahatan yang berkualitas adalah suatu bentuk khusus yang 

mengandung semua unsur bentuk dasarnya, tetapi ada satu atau lebih 

keadaan yang memperparah, baik itu unsur maupun tidak. B. Mencuri 

(bukan membunuh), membongkar pembunuhan yang disengaja. 

g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (doleuse wn culpose 

dellicten) 

Kejahatan yang disengaja dan karena kelalaian penting dalam hal 

persidangan, keterlibatan, pemenjaraan, dan penyitaan pidana. 

h. Delik politik dan Delik komun atau umum (politeeke en commune 

delicten) 

Kejahatan politik ini dapat dibagi menjadi di  atas:  

1) Tujuan politik yang sebenarnya dicapai di sini, dijelaskan dalam 

Volume 2, Bab 1, Pasal 107, termasuk Landes Beral dan 

Pengkhianatan. 
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i. Kejahatan politik campuran, setengah kejahatan politik, setengah 

kejahatan pemerintah daerah (umum) 

j. Delik propria dan Delik komun (delicta propria en commune deliction) 

Kejahatan propia adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan 

oleh individu dengan kualitas tertentu, seperti: Kejahatan resmi, 

kejahatan militer. Kejahatan juga dapat dibagi menjadi kepentingan 

hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap keamanan nasional, 

kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan terhadap martabat publik. 

Menurut Pasal 284 KUHP, kejahatan umum dan kejahatan khusus juga 

dikenal di Indonesia. Pelanggaran ringan adalah kejahatan yang dapat 

dilakukan  siapa saja dan pada umumnya ditegakkan. Contohnya adalah 

penerapan tindak pidana berdasarkan KUHP II, seperti pencurian  362 

StGB. Kejahatan khusus atau kejahatan khusus, sebaliknya, hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan karakteristik tertentu, seperti 

kejahatan ekonomi,  korupsi, atau perusakan.15  

4. Tindak Pidana Pencurian 

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

Definisi umum mencuri adalah mencuri milik orang lain.  

 Secara linguistik (etimologis) pencurian berasal dari kata curi, 

yang mengambil awalan “pe” dan akhiran “an”. Mencuri berarti 

mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. 

 
15 http://hukum-índonesía.blogspot.com/2011/11/macam-macam-

delík.html?m=1 Dí akses pada Jumat 8 Oktober 2021  jam 11:31 wíta 

http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1
http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1
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Orang yang mengambil atau mencuri barang yang bukan miliknya tetapi 

merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencuri sendiri 

berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. 

Dalam ilmu hukum pidana  pencurian  diatur dalam  Pasal 362 KUHP 

tentang Pencurian yang berbunyi: 16 

 “Orang yang membawa seluruhnya atau sebagian  dengan maksud 

untuk dimiliki secara tidak sah kepada orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara dengan kerja paling lama 5 tahun atau  denda paling 

banyak Rp 900. 

b. Jenis-Jenis Pencurian 

1) Pencurian Biasa 

Istilah "pencurian umum" digunakan oleh beberapa ahli hukum 

untuk menunjukkan arti "pencurian yang pantas".  

 Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan diuraikan 

sebagai berikut:  

 "Barang siapa membawa seluruh atau sebagian dari barang milik 

orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, 

diancam  dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau  denda 

paling banyak 60.000 rupiah." 

 

 

 
16 Moeljono, Kítab Undang-Undang Hukum Pídana, Bumí aksara, Jakarta, 

2003, hal. 128 
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2) Pencurian Ringan 

Pencurian ringan pada dasarnya adalah suatu bentuk pencurian yang 

memasukkan unsur  pencurian yang mengurangi ancaman kejahatan 

dengan menambahkan unsur (pengurang) lainnya. Jenis pencurian 

ini diatur dalam  Pasal 364 KUHP dan diatur sebagai berikut:  

 “Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 362 dan 363, 

angka 4 dan perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 363, 

angka 5 (jika tidak dilakukan di dalam  rumah atau pekarangan 

tertutup dengan sebuah rumah, dicuri. (Jika harga barang  itu tidak)) 

250.000 rupiah atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 3 bulan atau  denda paling banyak Rp 900.000 rupiah untuk 

pencurian ringan.” 

3) Pencian Dengan Pemberatan 

Tindak pidana pencurian dengan berat sesuai dengan pasal 

363 dan 365 KUHP, dan pencurian dengan berat terjadi dengan cara 

tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya 

tergantung pada jenis atau keadaannya, dikatakan terjadi karena 

menjadi lebih buruk. Seperti: Pencuri sapi, perampok kebakaran, 

letusan gunung berapi, banjir, bencana alam lainnya, dan perampok 

malam. 
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4) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian sebelum, 

insidental, atau setelah kekerasan atau  ancaman kekerasan terhadap 

siapa pun.17 

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana pencurian 

Pasal 362 KUHP, elemen utama dari bentuk utama kejahatan 

pencurian di bawah terdiri dari elemen-elemen berikut:  

a) Siapa saja  

 b) ambil  

 c) Yang dimiliki oleh orang lain seluruhnya atau sebagian.  

 d) Dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum.  

 Apabila dapat dibuktikan bahwa seseorang  telah melakukan 

tindak pidana pencurian. Pertama-tama, orang tersebut harus 

menunjukkan bahwa ia memenuhi semua unsur kejahatan yang 

terkandung dalam kata-kata Pasal 362 KUHP.18  

a) Barang Siapa  

Sebagaimana telah kita ketahui, unsur pertama suatu 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP  adalah kepada siapa 

saja, atau  siapa saja, jika memenuhi semua unsur kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun demikian, akan 

 
17 https://tríbratanews.keprí.polrí.go.íd/2019/05/31/jenís-jenís-pencurían-

dan-pídananya/ dí akses pada harí Selasa 19 Oktober 2021 jam 12.15 wíta 
18 R. Soesílo. Kítab Undang-Undang Hukum Pídana. Poteía. Bogor. 1995. hal. 

249 

https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/
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diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, dia bersalah 

atas pencurian. Ia dapat dipidana hingga 5 tahun atau hingga 

900.000 rupiah. 

b) Mengambil 

Pasal 362 KUHP, Pelanggaran pencurian kedua  dalam arti 

adalah pembuangan atau pemindahan. Penting untuk diketahui 

bahwa baik undang-undang maupun formasi hukum tidak 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan pengambilan, 

tetapi kata pengambilan itu sendiri memiliki banyak arti dalam 

kehidupan sehari-hari.  

1) Dapatkan dari tempat objek awalnya  

2) Ekstrak objek dari kontrol orang lain. 

Mengambil itu adalah perilaku yang membuat suatu benda 

dalam penguasannya yang nyata, atau berada di bawah 

kekuasaaannya atau di dalam detensinnya, terlepas dari maksud 

tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut. 

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut 

sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa kemudia 

telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena 

ketahuan oleh orang lain. Di dalam doktrin terdapat teori tentang 

perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-

masing yakni: 
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1) Teori Kontrektasi 

 Teori ini berasumsi bahwa penjahat diamankan dengan 

menyentuh tubuh penjahat.  

2) Teori Ablasi 

Kami percaya teori ini menunjukkan bahwa barang yang 

dimaksud harus  diamankan oleh pelaku agar tindakan 

pengambilan dapat diselesaikan.  

3) Teori Aprehensi 

Menurut teori ini, kebutuhan untuk  mengambil 

mengandaikan bahwa pelaku perlu menempatkan objek tersebut 

di bawah kendali yang sebenarnya. 

c) Suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 

Deklarasi barang karena sifat pencuriannya adalah merusak 

harta benda korban. Karena itu, apa yang diambil harus berharga. 

Karena itu, harga ini tidak selalu  ekonomis. Barang curian itu 

mungkin milik pencuri. Jika warisan tidak dibagi dan  pencuri  

adalah  ahli waris yang memiliki barang itu. Barang tidak dianggap 

dicuri hanya jika bukan milik siapa pun, misalnya jika dibuang oleh 

pemiliknya. 

Menurut R. Soesilo, benda adalah  sesuatu yang dapat 

diwujudkan, seperti uang, pakaian, kalung, atau bintang (tidak 

termasuk orang). Dan itu mengandung listrik dan gas. Itu tidak 



18 

 

 

nyata, tetapi mengalir melalui kabel dan pipa. Barang-barang di sini 

tidak harus murah.19  

Barang yang dapat dicuri harus menjadi milik orang lain, 

meskipun hanya sebagian. Artinya, sebagian dari barang curian itu 

adalah milik pelaku pencurian, tetapi dapat dituntut menurut Pasal 

362 KUHP. Misalnya, jika dua orang membeli mobil untuk 

keperluan bisnis, pembeliannya adalah bersama. Kemudian, 

beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka mengambil mobil 

itu dengan maksud untuk memilikinya tanpa sepengetahuan 

temannya. Oleh karena itu, tindakan ini digolongkan sebagai 

pencurian.20  

d) Dengan Maksud untuk di miliki secara melawan hukum 

Tentang format Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan 

Pasal 372 KUHP tentang penyelewengan barang. Tidak ada 

penekanan pada fakta bahwa unsur "melanggar hukum" berkaitan 

erat  dengan unsur pengendalian diri. Unsur "melanggar hukum" ini 

menambah warna pada perilaku yang berpotensi kriminal.21  

Secara umum, melanggar hukum melanggar hak objektif dan 

subjektif, serta hukum tertulis dan tidak tertulis. Bertentangan 

 
19 Íbíd. Hal. 253 
20 Íbíd. Hal. 254 
21 Íbíd. Hal. 255 
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dengan hukum, penyitaan tindakan ilegal seperti pemalsuan sistem 

perwalian orang dewasa juga dapat terjadi.22  

Dalam perkara  pidana pencurian, jika unsur itu tidak dapat 

dibuktikan dengan sidang peninjauan kembali, maka majelis hakim 

akan menjatuhkan putusan independen terhadap terdakwa. Oleh 

karena itu, proses pembuktian di pengadilan membutuhkan 

ketelitian dan keumuman dalam penerapan faktor-faktor tersebut. 

Dengan mengetahui unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka 

dapat diketahui  lebih jauh perbuatan-perbuatan apa saja yang 

sebenarnya  dilarang dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 

362 KUHP, serta mengetahui pentingnya unsur-unsur tersebut. dia. 

Perlu diketahui bahwa ciri dari pencurian adalah kepemilikan secara 

tidak sah atas barang-barang yang dimiliki orang lain baik sebagian 

atau seluruhnya. 

B. Pidana dan Pemidaan 

1. Pengerian Pidana Dan Pemidanaan 

Sanksi pidana adalah hukuman/sanksi yang disengaja negara yang 

dijatuhkan  oleh pengadilan, dimana sanksi pidana dijatuhkan kepada 

mereka yang secara sah  melanggar hukum pidana dan  dijatuhkan melalui 

acara pidana. Proses peradilan pidana adalah struktur, fungsi, dan proses 

pengambilan keputusan para pelaku kejahatan dan berbagai lembaga yang 

 
22 P.a.F. Lamíntang. Delík-Delík Khusus. Sínar Grafíka. Jakarta. 2009. Hal. 

33 
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terlibat dalam perawatan dan persidangan pelaku kejahatan (polisi, 

kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan).23 

Pemidanaan adalah perbuatan pidana (pemidanaan) sebagai upaya 

yang sah menurut undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada 

seseorang yang pada akhirnya dan secara meyakinkan terbukti telah 

melakukan suatu tindak pidana menurut hukum acara pidana. Oleh karena 

itu, penjahat berbicara tentang hukuman, dan hukuman berbicara tentang 

proses menjatuhkan hukuman itu sendiri.24 

2. Jenis-Jenis Pidana 

Hukum pidana Indonesia mengizinkan dua jenis kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 10 KUHP. 25  

a. Hukuman utama adalah kejahatan yang dapat dijatuhkan oleh hakim 

secara individu dan terdiri dari:  

1) Hukuman mati  

2) Penahanan  

3) tawanan perang  

4) Baik  

b. Pidana tambahan adalah tindak pidana yang dimaksudkan untuk 

ditambahkan pada pidana pokok yang dijatuhkan dan terdiri atas:  

1) Pencabutan hak tertentu  

 
23 Bambang Waluyo, Pídana dan Pemídanaan, Sínar Grafíka, Depok, 2004, 

hal 21 
24 Íbíd hal, 25 
25 Pasal 10 Kítab Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP) 
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2) Penyitaan barang tertentu  

3) Pemberitahuan keputusan hakim 

Berikut  adalah penjelasan  dari jenis-jenis kejahatan tersebut.  

a. Pidana Pokok 

1) Pidana Mati 

Hukuman mati adalah kejahatan yang dijelaskan dalam  

hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1981. Pasal 10 KUHP 

menyatakan bahwa hukuman mati telah dihapuskan di Belanda pada 

tahun 1870, dan bahwa hukuman mati itu sendiri berarti hukuman 

pidana untuk kejahatan berat yang memerlukan hukuman mati bagi 

seorang tahanan. Penembakan, dll. yang sepertinya tertulis dalam 

KUHP Indonesia  sebagai  hukuman pidana.26 

2) Pidana Penjara 

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan 

bahwa penahanan merupakan bentuk kejahatan berupa perampasan 

kemerdekaan, mulai dari penahanan sementara minimal satu hari 

hingga pidana penjara seumur hidup. Seperti yang dikatakan 

Roeslan Saleh, tampilannya seperti ini:27  

Pemenjaraan adalah kejahatan utama hilangnya 

kemerdekaan, dan pemenjaraan ini dapat  seumur hidup atau 

terbatas. Penjara biasanya mencantumkan hukuman penjara seumur 

 
26 Hamzah, Pídana Matí dí Índonesía, Ghalía Índonesía, cetakan ke 2, Jakarta. 

1985 hal, 11-12 
27 Tolíb Setíady, Hukum Penístensíer, alfabeta, Jakarta. 2010, hal 91. 
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hidup dan juga termasuk hukuman mati (mati, penjara seumur hidup, 

atau 20 tahun penjara).28 

3) Pidana Kurungan 

Pemenjaraan pada dasarnya identik dengan pemenjaraan, 

yang keduanya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan.  

Pemenjaraan membatasi kebebasan bergerak seorang tahanan 

dengan mengurung orang tersebut di fasilitas sosial.29 

4) Pidana Denda 

Denda adalah bentuk kejahatan tertua, lebih tua dari 

hukuman penjara, dan mungkin setua hukuman mati. Denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah didenda oleh hakim/pengadilan 

untuk membayar sejumlah  tertentu  karena  melakukan suatu tindak 

pidana. Kejahatan ringan berupa penyusupan ilegal atau 

pelanggaran ringan didenda. Legislator ingin didenda hanya untuk 

kejahatan ringan.30 

b. Pidana Tamabahan 

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu 

Menurut Pasal 35  (1) KUHP, hak yang dapat dicabut  hakim 

melalui putusan pengadilan adalah sebagai berikut: 31  

a) Hak untuk memegang posisi umum atau yang ditunda.  

 
28 Íbíd, hal 92 
29 a.Z. abídín Faríd dan andí Hamzah, asas-asas Hukum Pídana, Jakarta : PT. 

Ríneka Cípta 2006, hal 289 
30 Tolíb Setíady, Op.Cít, hal 104. 
31 Pasal 35 Kítab Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP) 
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b) Hak untuk bergabung dengan tentara  

c) Pemungutan suara dan hak untuk memilih  dalam pemeliharaan 

tunduk pada aturan dan peraturan umum.  

d) Hak untuk menjadi penasihat atau pengelola wali, wali, wali, 

atau wali dari seseorang yang bukan anaknya.  

e) Hak untuk melakukan amnesti atas kekuasaan ayah, perwakilan, 

atau anaknya.  

f) Hak untuk mencari nafkah tertentu. 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

Tindak pidana perampasan barang-barang tertentu 

merupakan salah satu jenis pidana harta benda, sama halnya dengan 

pidana denda. Pasal 39 KUHP memuat ketentuan mengenai 

penyitaan barang tertentu. 32  

a)  Barang milik terpidana yang karena melakukan tindak pidana 

atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana 

dapat disita.  

b) Dalam hal pemidanaan  yang tidak disengaja atas suatu tindak 

pidana atau pelanggaran, perintah sita dapat dikeluarkan 

berdasarkan fakta-fakta yang  ditentukan oleh undang-undang.  

c) Penyitaan dapat dilakukan terhadap pidana yang diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi hanya terhadap barang rampasan.  

 

 
32 Pasal 39 Kítab Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP) 
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3) Pengumuman putusan hakim 

Pengumuman putusan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 43 

KUHP dan tertulis sebagai berikut.33  

 “Jika seorang hakim memerintahkan penerbitan suatu keputusan 

berdasarkan undang-undang ini atau aturan-aturan umum  lainnya, 

ia harus menentukan bagaimana  perintah itu akan dilaksanakan atas 

biaya terpidana. Hanya hukuman tambahan untuk menerbitkan 

keputusan itu mungkin dan akan dikenakan. jika diharuskan oleh 

hukum. 

C. Pertimbangan  Hakim 

1. Pengertian tentang pertimbangan hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai  suatu putusan peradilan, termasuk keadilan 

(misalnya aequo et bono) dan  kepastian hukum. Selain itu, ada keuntungan 

bagi pemangku kepentingan, seperti harus mendekati penalaran hakim  

dengan hati-hati, baik dan hati-hati sehingga keputusan hakim karena 

penalaran hakim  dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.34 

Menurut Lilik Mulyani, fokus hakim pada  pembuktian unsur 

pidana, apakah perbuatan terdakwa  memenuhi dan sesuai dengan tindak 

 
33 Pasal 43 Kítab Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP) 
34 Muktí arto,Praktek Perkara Perdata pada Pengadílan agama, cet V 

(Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 20004) hal.140 
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pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan 

tersebut bersifat persidangan, terkait dengan putusan pemerintah.35 

Pasal 53  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Negara Dalam Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara. Kehakim 

bertanggung jawab atas keputusan dan keputusan yang mereka buat. 

Penjelasan putusan  ditegaskan pada ayat (2), yang menyatakan bahwa 

putusan dan putusan harus memuat dasar hukum yang wajar dan 

pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti.36 

  

 
35 Lílík Mulyadí Kompílasí Hukum Pídana dalam Perspektíf Teorístís dan 

Praktek pradílan. 

Mandar Maju. 2007. hal. 193.  
36 Pasal 53 ayat (1) Kítab Undang-Undang Hukum Pídana (KUHP)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah 

penyidikan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah ajaran 

penelitian hukum dan juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian 

ini disebut  penelitian pendidikan karena hanya ditampilkan dalam peraturan 

tertulis. Kajian ini  sangat erat kaitannya dengan perpustakaan, karena hukum 

normatif ini  membutuhkan data dari perpustakaan.  

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Ini adalah pendekatan yang diadopsi ketika mempertimbangkan undang-

undang dan peraturan yang terkait dengan atau terkait dengan bahasan yang 

sedang dibahas. 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Ini adalah pendekatan yang diadopsi dengan meninjau konsep dan 

pandangan para ahli yang terlibat dalam diskusi yang sedang dibahas. 

3. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan penerapan norma atau kaidah 

hukum dalam urusan hukum. Menemukan aturan atau norma hukum yang 

berlaku untuk suatu kasus yang ditentukan oleh hakim atau badan lain yang 

berwenang untuk memutuskan kasus tersebut. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

1. Jenis bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer 

Jenis data yang berasal dari sumber informasi utama yaitu data lapangan 

yang dapat dilakukan melalui penelitian lapangan melalui wawancara. 

b. Bahan Hukum Skunder 

Apakah itu data  dari penelitian kepustakaan? Survey ini dilakukan 

melalui survey dan review terhadap berbagai bahan pustaka yang 

berhubungan dengan subyek survey. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedi. 

2. Sumber bahan hukum 

a. Sumber bahan hukum primer yaitu  

Sumber hukum utama dalam kajian akademis ini adalah peraturan 

perundang-undangan yang ada dalam kerangka hukum di Indonesia, dan 

ketentuan hukum dalam kerangka hukum  Indonesia yaitu Hukum Pidana 

(KUHP).  

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu 

Materi terkait erat dengan materi hukum utama yang dapat 

digunakan untuk menganalisis dan memahami materi hukum utama yang 

ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi terkait 

dengan hukuman mati  di Indonesia. 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :  

Berisi kamus bahasa untuk meningkatkan tata bahasa Indonesia dan 

juga digunakan sebagai alat transmisi bahasa untuk beberapa bahasa asing. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan  yang sah digunakan dalam pencarian ini 

adalah penggunaan pencarian literatur. Studi sastra dilakukan dengan  

mengumpulkan buku-buku dan kamus hukum. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Artinya, pada dasarnya 

merupakan upaya deskriptif, deskriptif, dan konfirmatori dalam arti 

memperluas atau mengontrak pemahaman hukum yang ada dalam konteks 

penggunaannya dalam penyelesaian. Masalah atau masalah  yang tertunda.  

Setelah mengumpulkan materi hukum, langkah selanjutnya adalah memproses 

materi hukum dengan id anda. Melakukan klarifikasi menurut sumber hierarkis 

dan melakukan kegiatan sistematis atas bahan hukum yang ditelaah untuk 

dianalisis menggunakan interpretasi untuk menyelesaikan masalah hukum 

tersebut. 

 


